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MOTO

Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi

orang lain

(H.R. BUKHARI)

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah

selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh

(Q.S. Al-Insyirah :6-7)

Everyone have struggle to achieve success can be done in different ways. So, dont
compare each of your processes with other people’s because everyone has their
own process, a long and winding struggle process to realize their success. So,

good success is success that brings benefits to other people.

(Penulis)

Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah

diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya).

(Q.S. An Najm : 39)
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RINGKASAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PNS YANG TERLIBAT
BERBAGI ALAT KAMPANYE DI SEKOLAH

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor :20/Pid.Sus/2019/PN
Bjb)

(Selviana : 2023, 83 him)

Tindak Pidana Pemilu merupakan suatu peristiwa yang sering terjadi ketika negara
melakukan pesta demokrasi pemilihan umum di Indonesia. Pelanggaran dan tindak
pidana pemilu menjadi suatu permasalahan yang harus ditangani dan diselesaikan
menurut aturan perundang-undangan yang berlaku mengingat maraknya
permasalahan ini terjadi. Dalam hal ini substansi hukum yang berlaku ada pada
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam ketentuan pasal 280 ayat 1 mengatur apa saja pelanggaran pemilu. Dan
dalam putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 20/Pid.Sus/2019/PN Bjb
terdakwa terbukti melanggar pasal 521 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf h tentang turut
serta dalam pelanggaran pemilu yaitu melakukan pemilu di fasilitas pendidikan.
Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 20/Pid.Sus/2019/PN
Bjb terdakwa terbukti memenuhi unsur kesengajaan dalam melakukan perbuatan
tersebut. Tidak hanya itu terdakwa yang saat itu merupakan kepala sekolah dan PNS
dilingkungan kejadian peristiwa tersebut. Dalam pasal 280 ayat 2 Undang Undang
Pemilu menngisyaratkan PNS harus netral dan tidak memihak dalam pemilu dan
dalam peraturan tersendiri ASN memiliki asas netralitas yang diamanatkan dalam
Undang-undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Dan faktanya
terdakwa dalam  putusan  Pengadilan  Negeri  Banjarbaru  Nomor:
20/Pid.Sus/2019/PN Bjb berstatus sebagai pegawai negeri sipil dan melakukan
pelanggaran tindak pidana pemilu.

Sayangnya status Pegawai Negeri Sipil pelaku tidak terlalu dipermasalahkan dan
menjadi fokus utama sebagai tambahan pertimbangan hakim hanya mengenai
perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana pemilu yaitu “turut serta
melakukan pelanggaran pemilu difasilitas sekolah” yang terbukti semua unsur dan
perbuatannya pun merupakan sengaja. Namun yang perlu diperhatikan lebih lagi
dalam putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 20/Pid.Sus/2019/PN Bjb
terdakwa dijatuhi hukuman tiga bulan penjara dan denda 2 juta rupiah. Selain itu
pidana penjaranya tidak perlu dijalankan hanya menjadi pidana bersyarat.
Maknanya terdakwa tidak dihukum penjara dan dapat bebas selama tidak
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melanggar persyaratan yang sudah ditetapkan hakim. Sedangkan Undang- undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang pelanggaran pasal 521 Undang- undang Nomor 7
Tahun 2017 mengatur bahwa pidana penjara maksimal 2 tahun dan denda 24 juta
rupiah. Tentunya ini sangat jauh dari ancaman yang ditetapkan Undang-undang dan
merupakan suatu permasalahan. Padahal dalam Pertimbangan Hakim dalam
putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 20/Pid.Sus/2019/PN Bjb
menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan memenuhi unsur akan tetapi penjatuhan
vonis sangat ringan dan jauh dari ancaman yang ada dalam pasal 521 Undang-
undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim
menjatuhkan pidana bersyarat terhadap terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri
Banjarbaru Nomor : 20/Pid.Sus/2019/PN Bjb telah tepat dan untuk mengetahui
apakah penjatuhan pidana bersyarat sesuai dengan tujuan pemidanaan dan sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian
putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan bahan dan data sekunder. Sifat
penelitian deskriptif dan merupakan penelitian dengan tipe konflik norma.
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Selviana, Februari 2024, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PNS YANG
TERLIBAT BERBAGI ALAT KAMPANYE DI SEKOLAH (Studi Putusan
Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 20/Pid.Sus/2019/PN Bjb), Skripsi,
Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 83
halaman, Pembimbing : Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M.

ABSTRAK

Pelanggaran dan tindak pidana pemilu sudah seharusnya diadili sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum dan penjatuhan sanksi maupun pemidanaannya harus
sesuai dengan unsur tindak pidananya dan juga berdasarkan menilik pada ancaman
minimun serta maksimum dari pelanggaran atau tindak pidana tersebut. Namun
dalam praktiknya masih saja banyak pelanggaran dan tidak pidana pemilu dijatuhi
hukuman yang lebih rendah dan tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 7 tahun 2017. Pertama, pada putusan Pengadilan Negeri
Banjarbaru Nomor: 20/Pid.Sus/2019/PN Bjb hakim menjatuhkan vonis terhadap
terdakwa dengan pidana bersyarat terhadap pelanggaran pasal 521 Jo Pasal 280 ayat
1 huruf h Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Padahal
ancaman Maksimum yang diatur dalam Pasal 521 Undang- undang Nomor 7 tahun
2017 adalah Pidana penjara 2 tahun dan denda 24 juta rupiah. Kedua, penjatuhan
pidana yang sangat jauh dari ancaman maksimum juga dapat diketahui dalam
pertimbangan hakim putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 20/Pid.Sus/PN
Bjb status terdakwa merupakan Pegawai Negeri Sipil. Yang seharusnya dan diatur
dalam Undang Undang PNS tidak boleh terlibat kampanye dan harus netral
menghadapi pemilu. Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor :
20/Pid.Sus/2019/PN Bjb yang memutuskan pidana bersyarat terhadap terdakwa
yang terbukti melakukan pelanggaran pasal 521 Jo Pasal 280 ayat 1 huruf h Undang
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini jika ditinjau dari teori
pemidaaan sangat jauh dari tujuan pemidaan sendiri yaitu teori Absolut dan teori
relatif.

Kata Kunci (keyword): Pidana Besyarat, Tindak Pidana Pemilu oleh PNS, Dasar
Pertimbangan Hakim
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selesai tepat waktu.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagai
sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu dengan penuh suka cita dan tangan terbuka
akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk
lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi
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memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pembangunan keilmuan hukum serta
mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia yang

berdaulat ini. Semoga dengan restu Allah SWT terkabul harapan tersebut.
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